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ABSTRAK

IMPLEMENTASI SMART VILLAGE DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Pekon Trimulto, Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat)

Oleh
SITI KOMARIAH

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintahan salah
satunya yaitu memenuhi kebutuhan masyakat akan pelayanan. Namun, pelayanan
sering digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit, tidak efekif dan efisien
sehingga perlu dilakukan perbaikan dari tingkat bawah pemerintahan yaitu desa,
kemudian muncullah konsep smart village yang mengacu pada pelayanan
elektronik dan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan
dan keterlibatan masyarakat dalam transparansi dan manajemen desa sehingga
dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima serta good governance. Pekon
Trimulyo yang berada di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat
merupakan salah satu pekon yang menerapkan program ini. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa implementasi smart village di Pekon Trimulyo belum
dilaksanakan dengan baik yang disesuaikan dengan pilar keberhasilan program
yang dikemukakan oleh (Jones, 1996), yang terdiri dari interpretasi, organisasi,
dan aplikasi. Interpretasi kebijakan dalam melaksanakan program smart village di
Pekon Trimulyo berlandaskan pada Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 36
Tahun 2020 tentang pelaksanaan smart village Provinsi Lampung 2020-2024.
Namun, belum adanya kebijakan teknis dan operasional dalam melaksanakan
program serta sosialisasi yang belum maksimal membuat pelaksanaan program
tidak maksimal. Organisasi yang berupa tim pelaksana belum dibentuk. Serta pada
tahap penerapan program, sistem pemberian pelayanan belum sesuai dengan fokus
dari smart village yaitu internet of things (loT). Faktor pendukung dalam
pelaksanaan program yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta
kemampuan aparat yang baik. faktor penghambat adalah sistem pelayanan yang
kurang maksimal, kurangnya kontribusi masyarakat, serta tidak adanya kebijakan
operasional dalam melaksanakan program

Kata kunci: pelayanan, smart village, implementasi, Pekon Trimulyo



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SMART VILLAGE IN IMPROVING PUBLIC
SERVICES
(Study in Pekon Trimulyo,Gedung Surian Sub-district, West Lampung
District)

By
SITI KOMARIAH

The government has an obligation to carry out government functions, one of
which is to fulfill the community's need for services. However, services are often
described as a convoluted, ineffective and efficient process so that improvements
need to be made from the lower levels of government, namely the village, then the
smart village concept emerged which refers to electronic services and social
media with the aim of increasing community empowerment and involvement in
transparency and village management so as to encourage the realization of
excellent service and good governance. Pekon Trimulyo, located in Gedung
Surian Sub-district, West Lampung Regency, is one of the pekon that implemented
this program. This research uses descriptive qualitative methods with data
collection methods through interviews, observation, and documentation. The
results of this study indicate that the implementation of smart villages in Pekon
Trimulyo has not been carried out properly, which is adjusted to the pillars of
program success proposed by Jones (1996) consisting of interpretation,
organization, and application. Policy interpretation in implementing the smart
village program in Pekon Trimulyo is based on Lampung Province Governor
Regulation No. 36 of 2020 concerning the implementation of smart villages in
Lampung Province 2020-2024. However, the absence of technical and
operational policies in implementing the program and the socialization that has
not been maximized has made the program implementation not optimal. The
organization in the form of an implementation team has not yet been formed. And
at the program implementation stage, the service delivery system is not in
accordance with the focus of the smart village, namely the internet of things (1oT).
Supporting factors in the implementation of the program are the availability of
adequate facilities and infrastructure and the ability of good apparatus. inhibiting
factors are the less than optimal service system, lack of community contribution,
and the absence of operational policies in implementing the program.

Keywords: service, smart village, implementation, Pekon Trimulyo
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi yang terus meningkat menyebabkan terjadi perubahan
yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat baik kehidupan sosial,
budaya, ekonomi, politik, maupun teknologi. Indonesia sebagai salah satu negara
berkembang berusaha mengejar posisi guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah yang memiliki kewajiban mensejahterakan masyarakat memiliki tugas
yang penting agar terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik. wilayah
indonesia yang sangat luas memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, oleh karena itu pemerintah
memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota untuk
mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah yang
berada pada tingkat bawah dapat lebih mudah untuk menyentuh masyarakat
sehingga terjadinya pemerataan dalam pendistribusian kebijakan maupun

pelayanan.

(Huda et al, 2020), dalam jurnalnya menyatakan bahwa di Indonesia
pembangunan sejatinya perlu difokuskan dan berorientasi pada desa. Hal ini
dikarenakan sebagian dari wilayah indonesia diliputi oleh wilayah pedesaan.
Selama ini, pembangunan hanya berfokus pada bias kota sehingga terdapat
kesenjangan antara kesejahteraan masyarakat desa dan kota. Hal ini menyebabkan
urbanisasi secara besar-besaran yang terjadi dari desa ke kota demi mengubah
hidup untuk mencapai kesejahteraan. Kemiskinan dan keterbelakangan selalu
melekat dengan desa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketimpangan yang
sangat kentara antara desa dan kota. Pemerintah idealnya harus mampu untuk
membangun desa sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan hidup dan
penanggulangan kemiskinan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi, dan



pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan secara
berkelanjutan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2021 persentase
penduduk miskin didesa mencapai 12,53% dibandingkan dengan kota dengan
persentase 7,60%. Kesenjangan pembangunan antar wilayah diindonesia menjadi
penyebab terjadinya kemiskinan dipedesaan sehingga menjadi dampak negatif
yang serius dalam kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan kota dan desa dapat
terlihat dari laju urbanisasi yang cukup pesat beberapa tahun terakhir yang

mencapai 1,2 % setiap tahunnya (bps.go.id).

Desa dalam konteks pelayanan mempunyai peran dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat baik dalam segi administrasi maupun non administrasi.
Berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 7 ayat (3)

menyatakan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa; dan

e. Meningkatkan daya saing desa.

Berdasarkan undang-undang tersebut, desa memiliki kewajiban dalam
memberikan pelayanan publik dengan menjamin kualitas pelayanan yang baik.
Selama ini penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia memiliki masalah
yang krusial diantaranya yaitu penyelenggaraan pelayanan yang kurang
responsive, kurang accesible, kurang koordinasi, birokratis, inefisiensi, kurang
mau mendengar dan menanggapi kelurahan, saran, dan aspirasi masyarakat serta
kurang informatif. Selain itu, dilihat dari sisi lembaga pelaksana kelemahan utama
berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati dan etika yang ditunjukkan
olen lembaga penyelenggara pelayanan publik. Menurut (Mahsyar, 2011),
Kelemahan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya terletak pada desain
organisasi yang tidak dirancang secara khusus dalam rangka pemberian
pelayanan, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit

(birokratis), dan tidak terkoordinasi serta memiliki kecenderungan menjalankan



dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pengaturan dan penyelenggaraan sehingga
menyebabkan pelayanan publik tidak efisien.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh (Suwaryo, 2011), pola
hidup masyarakat desa saat ini dipengaruhi oleh perkembangan global,
modernisasi teknologi. Memahami otonomi desa sekarang ini tidak hanya
memahami otonomi asli yang hanya berbentuk self governing, community, dan
kemandirian desa yang berlandaskan pada mobilisasi swadaya masyarakat.
Namun, seperti otonomi daerah, desa harus dipahami sebagai local self
government yaitu desa yang memiliki identitas dan kedudukan yang sama dengan
daerah otonom yang memiliki hak dan peluang untuk terus berkembang dan
mengejar ketertinggalan dengan cara tetap memperhatikan nilai-nilai lokal yang
kondusif serta positif. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk dapat
meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga dapat
mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan, dimana saat ini
pelayanan yang digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit harus dapat

diatasi dari tingkat bawah pemerintahan dalam hal ini adalah desa.

Pelaksanaan pelayanan publik pada tingkat desa merupakan ujung tombak
dari pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, karena itu sangat penting
bagi desa untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang ada dengan melihat pada
kebutuhan dan potensi desa masing-masing. Pelayanan sendiri merupakan salah
satu aspek yang paling penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh
karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mewujudkan kualitas pelayanan
yang baik agar dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Perbaikan
dalam pelayanan publik memerlukan kerjasama anatara pemerintah sebagai
pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan untuk memberikan
kritik, saran, dan masukan yang membangun agar kualitas pelayanan dan

terwujud.

Pemikiran masyarakat yang Kkritis terhadap laju perubahan dan teknologi
yang semakin berkembang pesat memberi peluang bagi pemerintah untuk
membuat pemerintahan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi

informasi. Memajukan desa dengan prinsip good governance agar penyelesaian



masalah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Adanya good
governance tidak terlepas dari pelayanan prima. Dimana pemerintah harus mampu
menciptakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kemudian muncullah solusi
agar pemerataan pendistribusian kebijakan dan pelayanan dapat dengan mudah
dilakukan dipedesaan yaitu dengan istilah smart village yang merupakan adopsi
dari smart city kemudian diartikan sebagai integrasi informasi dalam kehidupan
bermasyarakat dipedesaan, sehingga memberikan dampak yang memiliki manfaat
yang berkesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat pedesaan

itu sendiri.

Terdapat 3 (tiga) elemen pokok dalam smart village yaitu smart
governance, smart community, dan smart environment yang dikemukakan oleh
Herdiana sebagaimana dikutip oleh (Nursetiawan, 2020), Ketiga elemen yang
menjadi dasar dari smart village untuk mencapai tujuan dari pengembangan smart
village menjadi smart relationship vyaitu keterjalinan yang muncul secara
konstruktif dari relasi ketiga elemen tersebut. Dengan demikian, sinergitas yang
berbasis pada pemanfaatan teknologi akan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa.

Adapun Good governance menurut (Siti, 2017), diartikan sebagai
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam pelaksanaannya dilakukan
dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab. Efektif
dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan harus tepat sasaran sesuai
dengan perencanaan strategis yang telah ditentukan, efisien dimaknai dengan
penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara hemat, berdaya guna, dan berhasil
guna, transparan dimaknai dengan segala penyelenggaraan kebijakan harus
terbuka sehingga semua orang dapat ikut mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan secara langsung hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menilai
kinerja sehingga dapat dilakukan perbaikan, akuntabel dimaknai dengan
penyelenggara pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap kebijakan yang
ditetapkan, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh

masyarakat yang dilakukan pada setiap akhir tahun.



Menurut (Mustamiin et al, 2020)terdapat perbedaan karakteristik dan
permasalahan antara kota, kabupaten, dan desa sehingga perlu dilihat bagaimana
kondisi, potensi, dan permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang akan
menerapkan smart village. Program, kegiatan, prioritas dan kebutuhan
pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang meliputi: peningkatan
akses dan kualitas terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur serta lingkungan didasarkan pada kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang ada serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk

mendorong kemajuan ekonomi.

Smart village merupakan suatu program yang didasari dengan kemajuan
teknologi untuk meningkatlkan kemampuan dan potensi desa dalam berdaya saing
agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan
teknologi saat ini menjadi salah satu alat untuk menciptakan pemerintahan yang
baik serta mendorong desa untuk mengenali dan memanfaatkan potensi desa yang
ada agar dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Smart village yang berfokus
pada Internet of things (loT) mendorong pemerintah dan masyarakat untuk
menggunakan teknologi dalam setiap kegiatan desa baik administrasi maupun
pelayanan masyarakat atau yang biasa disebut dengan e-goverment. Menurut
Dawes sebagaimana dikutip oleh (Hidayat, 2016), menyatakan bahwa e-
goverment merupakan kegiatan penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh organisasi publik yaitu seperti penyelenggaraan pelayanan
publik, kualitas pelayanan dasar yang efektif dan efisien, keterlibatan dan
kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dasar hukum atau
undang-undang yang mendasari dalam menjalankan e-goverment, dan
pembaharuan institusional dan administrasi yang ditempuh dalam membuat

inovasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa smart village
merupakan program perbaikan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada
kemajuan teknologi pada setiap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah.
kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat mendorong perbaikan sistem
pemerintahan dan mendorong masyarakat untuk berpikiran terbuka sehingga

dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam penggunaan teknologi yang



bermanfaat. Kemajuan tekonologi dan sinerginya dengan smart village bertujuan
agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pembangunan di desa
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki
pelayanan publik di desa yang selama ini tidak efisien dan tidak efektif serta

berbelit-belit atau birokratis.

Penyediaan aplikasi atau website yang dapat menjadi inovasi dalam
menjalankan aktivitas pemerintahan untuk memberikan kemudahan bagi
pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan pelayanan dimanapun dan
kapanpun merupakan salah satu tujuan dari adanya program smart village ini.
Sebagai salah satu aspek dalam smart village, smart governance yang dimaknai
sebagai perbaikan pelayanan yang mengedepankan penggunaan teknologi menjadi
salah satu tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan program smart village. Hal
yang juga penting dalam aspek smart governance adalah kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dapat memberikan dorongan terhadap perbaikan pelayanan
dengan memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap pemerintah. Oleh karena
itu, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparatur desa maupun
masyarakat menjadi hal yang sangat penting, hal ini juga menjadi tantangan bagi

pemerintah dalam menjalankan program smart village.

Pekon Tri Mulyo merupakan salah satu pekon di Kecamatan Gedung
Surian, kabupaten Lampung Barat yang dalam upaya pengembangan pekonnya
berbasis pada smart village, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pekon
tesebut dalam mewujudkan smart village yaitu dengan membuat website pekon,
dimana warga dapat mengakses informasi pelayanan desa pada website tersebut.
Hal ini juga bertujuan agar dalam proses pelayanan masyarakat dapat lebih
optimal baik dalam proses pembuatan surat menyurat maupun penyebaran
informasi/berita di pekon. Selain dengan memanfaatkan website, dalam
mewujudkan smart village Pekon Tri Mulyo juga memanfaatkan media sosial
seperti facebook dan whatsApp untuk membantu dalam hal koordinasi, sosialisasi
program desa, serta dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cepat

terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya



kemudahan ini dapat terus dikembangkan sehingga penerapannya dapat memacu
pelayanan dan aspek lain yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan smart

village secara berkelanjutan.

Adanya program smart village yang dijalankan oleh Pekon Trimulyo
bertujuan agar dapat mendorong kemajuan desa dan perbaikan sistem pelayanan
publik. Pelaksanaan program ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya
saing desa serta mendorong desa-desa lain untuk melakukan perbaikan yang
sama. Namun, kemampuan masyarakat yang rendah dalam menggunakan
teknologi dan kendala jaringan yang tidak stabil di Pekon Trimulyo menjadi salah
satu hambatan dalam menjalankan program ini. Berdasarkan pemaparan latar
belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Implementasi Smart Village dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di

Pekon Tri Mulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka peneliti

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan smart village di Pekon Tri Mulyo berdasarkan

indikator interpretasi, organisasi, dan aplikasi?

2. Bagaimana kualitas pelayanan publik di Pekon Tri Mulyo setelah

pelaksanaan smart village?

3. Apa saja hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

smart village di Pekon Tri Mulyo?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Mengidentifikasi dan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program

smart village menggunakan indikator interpretasi, organisasi, dan aplikasi

2. Mengidentifikasi kualitas pelayanan publik setelah adanya smart village



. Mengidentifikasi apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
implementasi smart village di Pekon Tri Mulyo, Kecamatan Gedung Surian,

Kabupaten Lampung Barat

Manfaat penelitian

. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan
bagi terwujudnya good governance pada smart village melalui pemberian
informasi dan wawasan yang mendalam sehingga dapat berkontribusi dalam

ilmu pengetahuan.

. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dan rekomendasi dalam perbaikan atau evaluasi implementasi smart village di

Pekon Tri Mulyo



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dikaji sebagai acuan bagi peneliti untuk memperkaya
teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Adapun
penelitian yang dicantumkan tidak memiliki kesamaan lokasi dengan judul
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini beberapa penelitian yang
digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mahardhika, 2018), dengan
Judul “Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik di Desa
Karang Anyar”. Hasil dari penelitian implementasi smart kampung di desa
Karang Anyar sudah berjalan dengan baik. mengingat bahwa tujuan dari smart
kampung adalah untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat dilingkup desa
agar dalam pelayanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga

memudahkan masyarakat.

Pada tahap interpretasi telah dibuat penurunan kebijakan menjadi instruksi
kerja dan penjabaran petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan smart kampung
bidang pelayanan publik di desa Karang Anyar bermula dari Undang-undang No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009), selanjutnya pemerintah
Kabupaten Banyuwangi mengambil inisiatif melalui Peraturan Bupati
Banyuwangi No. 18 tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis
Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung. Landasan hukum ini yang kemudian
menjadi pedoman dalam pelaksanaan smart kampung. Pada tahap organisasi
dilakukan dengan melakukan kegiatan pembuatan struktur organisasi, sumber
daya manusia (SDM) pelaksana, sumber dana serta Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang dalam hal ini berupa Peraturan Bupati Banyuwangi No.18 Tahun
2016. Dalam pelaksanaan smart kampung di desa Karang Anyar melibatkan
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Bupati Banyuwangi, DPM Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
terintegrasi (Dinsos dan Disperinduk), Camat, dan Pemerintah Desa.

Adapun sumber dana berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pada tahap aplikasi sikap yang
ditunjukkan oleh pelaksana program memiliki karakter yang ramah, baik, cekatan
dan sabar dalam melayani masyarakat. Sedangkan dalam Penelitian yang
dilakukan oleh (Juliantoro et al, 2022), yang berjudul “Penerapan Smart Village di
Wilayah Pinggiran Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponnorogo”
implementasi Program Desa Digital yang diterapkan diwilayah pinggiram
khusunya Desa Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo masih jauh dari harapan yang

sesuai dengan konsep dari smart village.

Adanya keterbatasan fasilitas umum khususnya yang dapat mendukung
program ini seperti minimnya jaringan internet yang tidak bisa didapatkan oleh
seluruh masyarakat menjadi masalah serius dalam pelaksanaan desa digital. Selain
itu, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan yang memiliki
kemampuan dalam mengelola berbagai layanan berbasis teknologi. Pelaksana
program dan masyarakat haruslah orang yang sudah melek teknologi namun pada
kenayataannya di Desa Grogol masih banyak masyarakat yang berpendidikan
rendah yaitu SD/Sederajat sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak

masyarakat yang kurang paham dengan perkembangan teknologi.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh (Maulidia, 2019), penelitian ini
berjudul “Implementasi Program Smart Kampung (Desa Tamansari Kec.Licin
Kab. Banyuwangi”. Dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan adalah bahwa
penerapan program smart kampung di Desa Tamansari sudah baik. adapun
langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mewujudkan smart kampung yaitu
melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam aspek wisata alam, pembuatan
homestay dan home industry yang mendorong laju perekonomian masyarakat
meningkat. Namun, peraturan pemerintah yang mengenai homestay belum
optimal hal ini disebabkan karena tidak ada aturan tertulis mengenai pendirian
homestay, rumah yang akan dijadikan homestay maupun uang kas perbulan

karena dalam pelaksanaannya masih mengandalkan sistem kepercayaan.
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B. Kebijakan Publik
1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Dye sebagaimana dikutip oleh (Sore, 2017), mengatakan bahwa
kebijakan  publik merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah,
mengapa mereka melakukannya, dan apa hasil yang membuat sebuah kehidupan
bersama muncul. Menurut Peterson dikutip oleh (Langkai, 2020), kebijakan
publik dapat dilihat sebagai tindakan pemerintah dalam menghadapi masalah
dimasyarakat, dengan menekankan arah perhatian kepada “who gets what, when
and how” (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana). Pada umumnya, bentuk
kebijakan dibedakan atas:

1) Bentuk regulatory, mengatur perilaku

2) Bentuk redistributive, mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau
mengambil kekayaan lalu mendistribusikannya kepada masyarakat yang
miskin. Dengan kata lain mengembalikan kewenangan atau suatu objek

dan sumberdaya.

3) Bentuk distributive, mendistribusikan atau memberikan akses yang sama
atas sumber daya tertentu. Pembagian kewenangan atas objek dengan
berlandaskan kebijakan membuat kewenangan atas suatu barang terbagi
dengan maksud tertentu.

4) Bentuk constituent, ditujukan untuk melindungi negara. Atau bisa dalam

bentuk kebijakan pertahanan, kedaulatan negara dan lain-lain.

Menurut James E. Anderson dikutip oleh (Mahardhika, 2018),
menyatakan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu
yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok guna memecahkan masalah
tertentu. Berdasarkan definisi Anderson ini, kebijakan diartikan sebagai

kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan.

Menurut Abidin sebagaimana dikutip oleh (Sore, 2017),menyatakan
bahwa tidak semua kebijakan memiliki proses yang sama. Hal ini ditentukan oleh
proses paenyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat

digunakan dalam menentukan prioritas kebijakan:
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1) Efektifitas, mengukur alternatif sasaran dengan alternatif kebijakan yang
dapt menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.

2) Efisien, dana yang diada dan digunakan harus sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai.

3) Cukup, kebijakan tersebut harus dapat mencapai hasil yang diharapkan

dengan sumberdaya yang ada.
4) Adil

5) Terjawab, kebijakan yang dibuat harus dapat memenuhi kebutuhan

golongan masyarakat atau masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam (Tresiana, 2017) sebagai
berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah fase dan proses yang strategis dalam merelisasikan
kebijakan publik. Pada proses ini pembuat kebijakan dituntut untuk memahami
masalah publik dan prioritas yang harus diambil. Jika suatu isu masalah publik
menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik. Maka
isu masalah publik tersebut akan mendapatkan alokasi sumber daya yang lebih
dibandingkan dengan isu masalah publik yang lain.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah publik yang sudah masuk dalam agenda kebijakanakan dibahas
oleh pembua dilakukan pada tahap akhir kebijakan. Masalah masalah tersbut akan
dijabarkan dan dicarikan cara pemecahan yang terbaik. Pemecahan masalah yang

tersebut berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi ini bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar
pemerintahan. Jika legitimasi berasal dari kedaulatan rakyat maka warga negara
akan mengikuti arahan dari pemerintah. Namun, masyarakat harus percaya bahwa
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan yang sah.
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d. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut dengan estimasi

atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak.

C. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van horn
dikutip oleh (Karso, 2021), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai
bentuk dari tindakan individu atau kelompok baik pemerintah maupun swasta
dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dari keputusan kebijakan yang telah

ditentukan sebelumnya.

Menurut Grindle sebagaimana dikutip oleh (Akib, 2010), menyatakan bahwa
implementasi kebijakan adalah proses yang berupa tindakan administratif umum
yang dapat diamati pada suatu program tertentu. Proses implementasi akan
dimulai apabila telah ditentukan tujuan dan sasaran kebijakan, telah dibuat
program kegiatan dan sumber dana yang diperlukan telah disiapkan selanjutnya

dapat disalurkan guna mencapai tujuan kebijakan.
Berikut ini model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh ahli:
1. Grindle dan Quade

Grindle dan Quade dikutip oleh (Akib, 2010), mengemukakan ada tida (tiga)

variabel dalam menentukan implementasi kebijakan diantaranya yaitu:
a. Kebijakan

Penentuan kebijakan yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan
implementasi itu sendiri. Pada dasarnya apabila suatu kebijakan memiliki manfaat
yang besar dan tepat bagi masyarakat maka akan mendorong partisipasi dan

kontribusi masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut.
b. Organisasi

Setelah kebijakan telah ditentukan maka hal selanjutnya yang perlu
diperhatikan adalah penentuan organisasi pelaksana kebijakan karena didalam

pelaksanaan suatu kebijkan diperlukan organisasi pelaksana yang kompeten
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dimana dalam organisasi pelaksana tersebut terdapat kewenangan dan berbagai
jenis sumber daya yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan maupun

program.
c. Lingkungan kebijakan

Situasi dan konsisi lingkungan perlu diciptakan agar dapat memberikan
pengaruh seperti yang diharapkan, meskipun pengaruh yang dihasilkan dapat
bersifat positif maupun negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
apabila lingkungan tersebut berpandangan positif terhadap kebijakan yang ada
maka lingkungan tersebut akan memberikan dukungan yang positif sehingga akan
memberikan dampak yang positif bagi keberhasilan implementasi kebijakan.
Sebaliknya apabila lingkungan kebijakan memberikan pandangan yang negatif
mengenai suatu kebijakan maka akan menimbulkan benturan sehingga akan

mendorong kegagalan dari kebijakan.
2. George C. Edward 111

Menurut Edward 11l sebagaimana dikutip oleh (Mursalim, 2016), terdapat 4
(empat) variabel yang dapat menentukan tingkat keberhasilan implementasi

kebijakan, diantaranya yaitu:
a. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu variabel penting yang dapat mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif dapat terwujud
apabila pejabat keputusan kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
Informasi yang diketahui oleh pembuat keputusan akan didapat apabila
komunikasi berjalan dengan baik. ada beberapa indikator untuk mendukung

variabel komunikasi yaitu:

i. Transmisi, penyaluran atau penyampaian komunikasi yang baik akan
mempengaruhi keberhasilan implementasi yang baik. sering terjadi
masalah dalam penyampaian informasi dengan kata lain miskomunikasi di
tingkatan birokrasi yang harus dilalui melalui proses komunikasisehingga

terjadi distorsi ditengah jalan.
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ii. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan
(street/level bureaucrats) sehingga tidak menimbulkan kebingungan, tidak

ambigu atau bermakna mendua.

iii. Konsistensi, perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan harus
konsisten dan jelas. Apabila perintah yang diberikan berubah-ubah maka
akan menimbulkan kebingungan pada pelaksanaan kebijakan dilapangan.

b. Sumber Daya

Sumber daya (resources) menjadi syarat berjalannya suatu organisasi.
Menurut Edward 111 sumber daya dikelompokkan kedalam: staff, information,
authority, facilities, building, equipment, land and supplies. Semua aspek sumber
daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupan yang didalamnya terdapat aspek
kesesuaian dan kejelasan. Sumber daya mempunyai peran penting dalam indikator

implementasi kebijakan yang baik.
c. Disposisi

Edward 111 mengemukakan bahwa kecenderungan atau disposisi merupakan
salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi keberhasilan
implementasi kebijakan. Jika pelaksana memiliki kecenderungan sikapyang
positif atau dengan kata lain memiliki dukungan terhadap implementasi kebijakan
maka implementasi kebijakan memiliki kemungkinan yang cukup besar dalam
mencapai hasil sesuai dengan keputusan dan tujuan awal. Dan sebaliknya, jika
para pelaksana memiliki kecenderungan yang negatif atau menolok implementasi
kebijakan karena adanya konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan

mengalami kendala yang serius.
d. Birokrasi

Birokrasi merupakan institusi yang paling sering menjadi pelaksana
kebijakan. Keberadaan birokrasi tidak hanya didalam struktur pemerintahan tetapi
juga ada pada organisasi swasta, institusi pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan
dalam suatu kasus tertentu birokrasi dibuat hanya bertujuan untuk menjalankan

suatu kebijakan tertentu.
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Menurut Edward 1l ada 2 (dua) karakteristik dalam birokrasi diantaranya
yaitu: standard operational procedure (SOP) dan fregmentasi. Standar
operasional prosedur adalah bentuk dari perkembangan tuntutan internal akan
kepastian waktu, sumber daya dan keseragaman kebutuhan dalam organisasi kerja
yang luas dan kompleks. SOP biasanya digunakan sebagai penanggulangan
keadaan-keadaan umum diberbagai sektor baik publik maupun swasta. Dengan
adanya SOP diharapkan pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu yang
ada dan berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat pelaksana
kebijakan dalam organisasi yang luas dan kompleks sehingga mendorong
timbulnya fleksibilitas dan kesamaan dalam penerapan aturan.

D. Konsep dan Model Implementasi Program

Menurut Jones dikutip oleh (Aprilia, 2015), mengemukakan bahwa program
merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan secara sah, adapun
karakteristik yang dapat membantu mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai

program atau tidak yaitu:
a. program memiliki staf untuk melaksanakan atau pelaku program

b. program memiliki anggaran tersendiri, program juga kadang diidentifikasikan

melalui anggaran

c. program memiliki identitas apabila berjalan dengan efektif maka dapat diakui
publik.

Berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh (Jones, 1996),

terdapat tiga pilar dalam proses implementasi program, sebagai berikut:
a. Tahap Interpretasi

Tahap ini merupakan tahap penjabaran kebijakan yang masih abstrak
menjadi kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umun atau
strategis akan dijabarkan menjadi kebijakan manajerial untuk selanjutnya
dijabarkan menjadi kebijakan teknis operasional. Kebijakan umum/strategis
diwujudkan dalam bentuk peraturan, yaitu peraturan daerah yang dibuat bersama

lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan
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manajerial diwujudkan dengan bentuk keputusan kepala daerah dan kepala dinas,
kepala badan atau kepala kantor sebagai pelaksana teknis dalam pemerintah

daerah.

Aktivitas interpretasi kebijakan tidak hanya menjabarkan sebuah kebijakan
yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang operasional. Tetapi juga
diikuti oleh kegiatan sosialisasi agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat
mengetahui dan memahami arah, tujuan dan sasaran kebijakan yang dibuat.
Kebijakan disosialisasikan agar seluruh elemen kebijakan dapat berpartisipasi
langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam
interpretasi, pejabat yang bertanggungjawab harus melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksana yang berlaku.
b. Tahap pengorganisasian

Tahap ini lebih mengarah pada proses pengaturan dan penetapan bagi
pelaksana kebijakan atau program siapa yang menjadi pelaksana kegiatan,
menentukan anggaran, pemenuhan sarana prasarana, penetapan tata kerja, dan
penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan yang didalamnya termasuk juga
penetapan pola kepemimpinan dan pelaksanaan kebijakan.

Weber dikutip oleh (Ering et al, 2020) memaknai organisasi sebagai kerangka
hubungan terstruktur dimana organisasi memiliki kewenangan dan tanggungjawab
serta pembagian kerja yang bertujuan untuk menjalankan fungsi tertentu. Hal ini
meliputi kewajiban untuk merancang satuan-satuan organisasi dan pejabat yang
harus melaksanakan suatu pekerjaan, merincikan fungsi-fungsi dan interaksi yang
harus dijalankan oleh orang-orang yang terlibat. Struktur yang jelas dalam
organisasi sangat diperlukan dalam mengimplementasikan suatu program atau
kebijakan sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya yang

kompeten.
c. Tahap Aplikasi

Jones sebagimana dikutip oleh (Suryana, 2009), menyatakan bahwa tahap ini
merupakan tahap pengimplementasian kebijakan dalam bentuk realisasi nyata.

Tahap ini merupakan wujud dari implementasi masing-masing kegiatan pada
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tahap-tahap sebelumnya. Dalam penerapan/aplikasi berupa petunjuk pelaksana

dan petunjuk teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain iu,

untuk menilai penerapan/ aplikasi perlu dilengkapi dengan prosedur kerja yang

jelas, program kerja yang akan dijalankan serta jadwal kegiatan yang disiplin. Van

Meter & van Horn dikutip oleh (Ering et al, 2020) memberikan definisi penerapan

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk menjamin

pelaksanaan berjalan dengan baik, sosialisasi diperlukan untuk menyampaikan

informasi kepada kelompok sasaran mengenai keluaran kebijakan atau program

(Tresiana, 2017). Adapun informasi tersebut mencakup:

1.

2.

Penjelasan lengkap mengenai tujuan kebijakan
Manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan oleh kelompok sasaran

Stakeholders yang terlibat

. Mekanisme pelaksanaan kebijakan atau program

Program yang baik menurut Tjokromidjojo dikutip oleh (Aprilia, 2015),

memiliki ciri sebagai berikut:

Tujuan yang jelas.
Penentuan peralatan untuk mencapai tujuan yang baik.

Kerangka kebijakan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan dalam

rangka mencapai tujuan program dengan efektif.

. Pengukuran biaya dan keuntungan yang diperkirakan dalam mencapai tujuan

program

Suatu program tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu adanya hubungan
dengan kegiatan lain sebagai usaha pembangunan maupun program

pembangunan.

Manajemen yang baik, penyediaan tenaga, anggaran, dan lain-lain dalam
melaksanakan suatu program. Pada dasarnya suatu program harus
dirumuskan dengan matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai

tujuan melalui partisipasi masyarakat.
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E. Konsep Pelayanan Publik

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009),
mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut “ pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundng-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik”

Menurut A.S. Moenir dikutip oleh (Mukarom & Laksana, 2016), menyatakan
bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan
melalui aktivitas orang lain. Dengan kata lain, pelayanan publik adalah suatu
kegiatan yang memilki tujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus segala

sesuatu yang diperlukan oleh orang lain.

Menurut Lovelock dikutip oleh (Hardiansyah, 2018), mendefinisikan
pelayanan sebagai produk yang tidak berwujud dan tidak memiliki bentuk,
berlangsung secara singkat dapat dirasakan atau dialami. Dengan kata lain,
pelayanan merupakan produk yang tidak memiliki wujud yang dapat dimiliki,
berlangsung secara singkat atau tidak tahan lama, tetapi dapat dirasakan dan
dialami oleh penerima pelayanan. Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata
layan yang memiliki arti membantu menyiapkan/ mengurus apa yang diperlukan

oleh seseorang.

Berdasarkan pengertain ahli diatas,peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan
publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh individu
atau kelompok yang difasilitasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang
berlaku dengan memberikan pelayanan baik pelayanan yang berupa produk

barang maupun jasa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 62
Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (2003), setidaknya

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, prosuder pelayanan tidak berbelit-belit, mudah
dipahami, dilaksanakan .

2. Kejelasan, mencakup:
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3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

10.

11.

12.
13.

Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Terdapat rincian dan tata cara membayar yang jelas

Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik harus dapat dilaksanakan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan

Akurasi, produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat,
dan sah

Keamanan, proses, dan produk pelayanan dapat memberikan rasa aman
dan kepastian hukum

Tanggung jawab, pemimpin atau pejabat yang ditunjuk harus
bertanggungjawa atas penyelenggaraan dan penyelesaian persoalan
dalam pelaksanaan pelayanan

Kelengkapan sarana prasarana, tersedia sarana dan prasarana Kkerja,
peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai.

Kemudahan akses, lokasi dan sarana prasarana yang memadai dalam
pemberian pelayanan mudah dijangkau dan dapat memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi

Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, harus dimiliki pemberi layanan
Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, tersedia rung
tunggu yang nyaman, dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lain
seperti, parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Unsur-unsur yang menjadi ciri pelayanan publik baik menurut Kasmir

sebagaimana dikutip oleh (Hardiansyah, 2018), adalah sebagai berikut:

N o a k~ wDhoe

Tersedia karyawan/ pegawai yang baik

Adanya sarana prasarana yang memadai

Memiliki tanggungjawa terhasap penerima pelayanan (nasabah)
Melayani secara cepat dan tepat

Mampu berkomunikasi dengan baik

Tersedianya jaminan kerahasiaan setiap transaksi

Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik
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8. Memahami kebutuhan penerima pelayanan (nasabah)
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada penerima pelayanan

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan desa sebagai penyelenggara
pemerintah adalah dengan pelayanan administrasi seperti surat menyurat. Menurut
Hidayatulloh, S., & Mulyadi, C. dalam (Nursetiawan, 2020), terdapat 12 (dua
belas) jenis surat yang dapat diurus oleh desa diantaranya yaitu:

a. Surat Keterangan;

b.  Surat Pengantar;

c. Surat Keterangan Lahir;

d. Surat Permohonan Akta Kelahiran;
e. Surat Keterangan Wali;

f.  Surat Keterangan Menikah;

g. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
h. Surat Keterangan Janda/Duda;

i.  Surat Pengantar SKCK;

j.  Surat Keterangan Tidak Mampu;
k. Permohonan KTP WNI;

.  Permohonan KK baru WNI;

Menurut Zeithaml sebagaimana dikutip oleh (Hardiansyah, 2018), kualitas
pelayanan publik dapat diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu:

1. Tangibel (berwujud)

Menurut Parasuman sebagaimana dikutip oleh (Putri, 2016), penampilan dan
ketersediaan sarana dan prasaran fisik perusahaan serta keadaan lingkungan
sekitar merupakan salah satu bukti nyata yang dapat menyatakan suatu pelayanan
yang diberikan oleh pemberi jasa, sehingga untuk memberikan pelayanan yang
memadai dan maksimal bagi pengguna layanan atau masyarakat, kelengkapan

sarana dan prasaran menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas
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pelayanan. Adapun indikator tangibel menurut Zeithaml dikutip oleh
(Hardiansyah, 2018), terdiri dari:

a) Penampilan petugas atau aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat

b) Tersedianya tempat pemberian pelayanan yang nyaman

¢) Memberikan kemudahan dalam proses pelayanan

d) Kedisiplinan aparatur pemberi layanan dalam melakukan pelayanan

e) Adanya kemudahan akses dalam permohonan pelayanan

f) Adanya alat bantu dalam pemberian pelayanan
2. Reability (kehandalan)

Pemberi pelayanan dalam memberikan layanan kepada publik atau
masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik itu sendiri.
Menurut Zeithhaml dikutip oleh (Putri, 2016), dimensi reability menuntut
pemberi layanan untuk memiliki kemampuan serta kehandalan dalam
menyediakan pelayanan publik yang akurat serta dapat dipercaya. Adapun
indikator reability menurut Zeithaml dikutip oleh (Hardiansyah, 2018), terdiri
dari:

a) Kecermatan aparatur dalam memberikan pelayanan

b) Adanya standar pelayanan yang jelas

c) Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu pelayanan

d) Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam pemberian

pelayanan
3. Responsiviness (respon atau tanggapan)

Menurut Zeithaml dikutip oleh (Putri, 2016), responsiviness merupakan
kemampuan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat,
tanggap terhadap keinginan konsumen. Dengan demikian, tujuan dari pelayanan
akan dapat dicapai dengan cara memenuhi kebutuhan dan kepuasan penerima
layanan. Adapun indikator responsiviness menurut Zeithaml dikutip oleh
(Hardiansyah, 2018), terdiri dari:
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a) Merespon setiap pengguna layanan yang mengajukan permohonan layanan
b) Aparatur arau petugas memberikan pelayanan dengan cepat

c) Aparatur atau petugas memberikan pelayanan dengan tepat

d) Aparatur atau petugas memberikan pelayanan dengan cermat

e) Aparatur atau petugas memberikan pelayanan dengan tepat waktu

f) Merespon semua keluhan atau saran dari pengguna layanan

4. Assurance (jaminan)

Menurut Zeithaml dikutip oleh (Putri, 2016), assurance merupakan
kemampuan, keramahan, dan sopan santun yang ditunjukkan oleh pemberi
layanan untuk meyakinkan konsumen atau masyarakat sehingga terbentuk
kepercayaan. Adapun indikator assurance menurut Zeithaml dikutip oleh
(Hardiansyah, 2018), terdiri dari:

a) Aparatur atau petugas pelayanan memberikan jaminan ketepatan waktu
dalam pemberian pelayanan

b) Aparatur atau petugas memberikan jaminan biaya pelayanan yang jelas

c) Aparatur atau petugas memberikan jaminan legalitas yang jelas dalam

pelayanan
5. Emphaty (empati)

Menurut Zeithaml dikutip oleh (Putri, 2016), emphaty merupakan sikap tegas
yang ditunjukkan oleh pemberi layanan namun penuh perhatian kepada
konsumen. Dimensi ini ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui apa
yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebagai perwujudan dari apa
yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayan publik agar dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maka dalam pemberian pelayanan
publik seharusnya memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) memberikan
kemudahan atau prosedur pelayanan yang sederhana, (2) mendapat pelayanan
yang wajar sebagaimana mestinya, (3) pelayanan diberikan tanpa pilih kasih
sehingga semua pihak dapat mendapat pelayanan yang sama, (4) mendapatkan
perlakuan yang jujur (transparan). Adapun indikator emphaty menurut Zeithaml
dikutip oleh (Hardiansyah, 2018), terdiri dari:
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Mendahulukan kepentingan pemohon atau pengguna layanan

Aparatur atau petugas melayani dengan sikap yang ramah

Aparatur atau patugas tidak diskriminatif (membeda-bedakan) dalam
memberikan pelayanan kepada pemohon atau pengguna layanan

Aparatur atau petugas melayani dan menghargai setiap pemohon atau
pengguna layanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62

Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (2003), standar

pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

6.

10.

11.

Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan diberlakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

termasuk pengaduan.
Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
Biaya pelayanan

Biaya atau tarif termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.

Produk pelayanan

hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.
Sarana dan prasarana

penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggara pelayanan publik.
Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas ditetapakan dengan teapat berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
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F. Smart Village

Smart village merupakan konsep desa pintar dimana dalam pelaksanaannya
diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik
bagi masyarakat dan dalam pelaksanaanya melibatkan teknologi informasi.
Menurut Viswanadham dikutip oleh (Huda et al, 2020) konsep smart village
mengacu pada seperangkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan
pelaku usaha dengan cara yang lebih efektif dan efisien yang bertumpu pada 4
(empat) aspek diantaranya yaitu institusi, sumber daya, rantai pelayanan,
teknologi dan mekanisme penyampaian pelayanan. Sedangkan menurut Santoso
dkk, terdapat aspek smart governance dalam smart village yang mengacu kepada
pelayanan elektronik dan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan
pemberdayaan dan keterlibatan warga dalam transparansi dan manajemen publik.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan kebijakan pada level desa. Transparansi sendiri mengacu
pada keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik, sedangkan pelayanan
publik dan sosial media mengacu kepada pemanfaatan teknologi informasi dan

telekomunikasi (T1K) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Nurfarida dalam (Sulistiani et al 2022), smart village merupakan
pendekatan pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknologi informasi
sehingga dalam pelaksanaannya peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan
kegiatan secara efektif, efisien dan dapat menekan biaya operasional, sehingga
masyarakat dapat tumbuh dalam lingkungan yang produktif dan berkelanjutan.
Penerapan smart village juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan dengan
cara yang pintar atau cerdas diiringi dengan kemampuan sumber daya di desa atau
kelurahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi serta
inovasi yang dapat diarahkan kepada proses perbaikan kinerja dengan melibatkan

elemen masyarakat.

Dasar hukum program smart village yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa (2014). Definisi dari smart village sejalan dengan pasal 78 UU desa

yang berbunyi:
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(1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan.

(3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

UU desa juga mengamanatkan pemerintah daerah agar dapat mendorong dan
menyediakan perangkat jaringan informasi untuk meningkatkan pembangunan

didesa. Hal itu dituangkan pada pasal 86 yang berbunyi:
Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa

yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi
desa dan pembangunan kawasan perdesaan

(3) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas

perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data
desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang

berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan

(5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh
pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua

pemangku kepentingan

(6) Pemerintan  kabupaten/kota  menyediakan  informasi  perencanaan

pembangunan kabupaten/kota untuk desa.
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(Herdiana, 2019), menjelaskan bahwa untuk mengembangkan smart village
ada beberapa dimensi yang sesuai diantaranya yaitu:

a. Pemerintah yang pintar (smart governance)

Smart governance merupakan pengembangan dari e-goverment dimana desa
memanfaatkan teknoligi informasi unuk meningkatkan kelembagaan dan
pelayanan publik. Pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari undang-undang
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana telah terjadi reposisi kewenangan.
(Herdiana, 2019), menjelaskan bahwa untuk mengembangkan Smart village ada
beberapa dimensi yang sesuai diantaranya yaitu penyelenggaraan pembangunan
dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi saat
ini menjadi penting dalam pembangunan desa yang dapat mendorong
keberhasilan pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi alat untuk
dapat mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di desa
serta dapat menjadi media yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan
dalam pembangunan. Hal ini dapat membantu mempertemukan berbagai
kelompok kepentingan untuk merumuskan bersama-sama kebijakan pembangunan

desa.
b. Masyarakat yang pintar (smart community)

Smart community merupakan pengembangan gagasan yang menggabungkan
sistem dan infrastruktur teknologi berbasis internet yang bertujuan untuk
meningkatkan keamanan, kemudahan, dan kenyamanan masyarakat. Hal ini harus
disikapi oleh masyarakat sebagai peluang untuk mengoptimalkan peran kontribusi
dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa. Dampaknya
masyarakat harus memiliki sikap terbuka dan mengadopsi teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dalam kehidupan sehari-hari.
c. Lingkungan yang pintar (Smart environment)

Lingkungan tidak hanya diartikan sebagai lingkungan alam melainkan
keseluruhan elemen yang dapat membentuk alam dan tatanan sosial yang dapat
menjadi ciri karakter desa. Adapun lingkungan pedesaan dalam tatanan sosial

terdiri dari adat, budaya, dan struktur sosial.
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Konteks pemanfaatan teknologi informasi dalam tatanan alam digunakan
untuk mengidentifikasi potensi alam dan pemanfaatan alam yang lestari serta
berkelanjutan. Dengan tujuan pemanfaatan tenologi informasi tidak merusak
alam, namun berperan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk

memanfaatkan potensi alam secara proposional.

G. Kerangka Berfikir

Laju pembangunan yang tidak merata antar wilayah pedesaan dan perkotaan
diindonesia menjadi penyebab kesenjangan antara wilayah kota dan desa.
Masyarakat di wilayah perkotaan digambarkan memiliki tingkat kesejahteraan
yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat di wilayah pedesaan hal ini
disebabkan karena bias pembangunan yang hanya tertuju pada kota dan
masyarakat di desa tidak mampu mengelola potensi yang dimiliki dengan baik.
Oleh karena itu, pemerintah desa didorong untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan hidup dan penanggulangan kemiskinan dengan cara memenuhi
kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, pengembangan potensi desa,

dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Pesatnya perkembangan teknologi memicu masyarakat yang lebih Kkritis
terhadap kemajuan. Hal ini mendorong perubahan dalam berbagai sektor
kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun teknologi, semakin
pesatnya teknologi membuat masyarakat lebih kritis sehingga memberikan
tantangan bagi pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif
dan efisien yang didukung oleh kemajuan teknologi. Pemerintah dapat
meningkatkan peranannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena
itu, pemerintah membuat program yang disebut dengan smart village dengan
tujuan agar pemerintahan di desa dapat berkembang dengan baik dan mendorong
perubahan hidup masyarakat yang lebih maju agar pelayanan publik yang selama
ini banyak mengalami masalah seperti penyelenggaraan pelayanan yang kurang
responsive, kurang accesible, kurang koordinasi, birokratis, inefisiensi, kurang

mau mendengar dan menanggapi kelurahan, saran, dan aspirasi masyarakat serta
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kurang informatif sehingga smart village diharapkan dapat mendorong terciptanya
tatanan pemerintah dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat desa.

Smart village diharapkan dapat mendorong tatanan pemerintahan desa yang
lebih baik dengan mengacu pada good governance, perubahan pelayanan publik
yang prima sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Smart village di Pekon Tri Mulyo dalam implementasinya mengacu pada Pergub
No. 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung 2020-
2024 (2020). Untuk mengukur keberhasilan implementasi smart village di Pekon
Tri Mulyo, peneliti menggunakan model implementasi Jones yang terdiri dari 3
(tiga) indikator yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Hasil yang
diharapkan vyaitu Implementasi smart village dapat mendorong tatanan
pemerintah desa yang lebih baik serta dapat memberikan kemudahan akses bagi

masyarakat dalam penerimaan pelayanan publik.

Bagan 1. Kerangka Berpikir

penyelenggaraan pelayanan yang kurang responsive, kurang accesible, kurang
koordinasi, birokratis, inefisiensi, kurang mau mendengar dan menanggapi
kelurahan, saran, dan aspirasi masyarakat serta kurang informatif.

v
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Implementasi smart village dapat mendorong tatanan pemerintah desa yang
lebih baik serta dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam
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Percepatan pelayanan publik kepada masyarakat pada tingkat agar dalam
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena mengenai apa
yang di alami oleh subjek penelitian seperti perilaku atau tindakan, persepsi,
motivasi dan lain-lain yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa

pada konteks khusus alamiah yang dapat diamati (Moleong, 2016).

Penelitian ini menggambarkan tentang implementasi smart village dalam
meningkatkan pelayanan publik di Pekon Tri Mulyo. Data yang dikumpulkan
diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian yang berisi
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Untuk
menghasilkan penelitian yang baik maka peneliti mengumpulkan data dan fakta
dari berbagai sumber kemudian mengkaji, menganalisis dan menelaah
menggunakan teori yang ada agar dapat menghasilkan data yang komperhensif

serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran
fokus penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan pengertian serta penjelasan
fokus penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dalam menulis hasil

penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Implementasi Program Smart Village yang meliputi:

a. Interpretasi, pada tahap ini dilakukan dengan melihat bagaimana kebijakan
dijabarkan menjadi teknis operasional, adapun peraturan yang digunakan
dalam implementasi smart village yaitu Peraturan Gubernur Lampung No.
36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung
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2020-2024 (2020) dan bagaimana sosialisasi dilakukan agar seluruh
elemen kebijakan atau program dapat berpartisipasi secara langsung
maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan smart village untuk

mencapai hasil yang maksimal.

b. pengorganisasian, yaitu proses pengaturan dan penetapan pelaksana
kebijakan, penentuan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, tata

kerja dan manajemen pelaksanaan smart village.

c. aplikasi, merupakan pelaksanaan smart village kedalam bentuk yang nyata
dan merupakan wujud pelaksanaan dari masing-masing kegiatan pada
tahap sebelumnya.

2. Peningkatan kualitas pelayanan di Pekon Tri Mulyo, Menilai sejauh mana
peningkatan kualitas pelayanan setelah pelaksanaan smart village memenubhi
indikator pelayanan vyaitu tangibel (berwujud), reability (kehandalan),
responsiviness (respon atau tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty

(empati)

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi smart village. Adapun
kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan smart village dapat
berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dengan pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat mengetahui kendala yang dihadapi

dalam implementasi smart village.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pekon Tri Mulyo, Kecamatan Gedung
Surian, Kabupaten Lampung Barat karena Pekon Tri Mulyo merupakan satu-
satunya desa di Kecamatan gedung Surian yang dalam pengembangan desanya
mengimplementasikan smart village. Penelitian ini dilakukan untuk menilai
sejauh mana keberhasilan implementasi smart village di Pekon Tri Mulyo
sehingga dapat memberikan masukan yang membangun untuk selanjutnya dapat

dilakukan perbaikan dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa setempat.
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D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Data Primer

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian
dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data secara langsung
kepada subjek sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh melalui
wawancara dan tatap muka langsung dengan subjek penelitian. Adapun sumber
data primer penelitian ini diperolen melalui wawancar dan observasi, dimana
wawancara akan dilakukan dengan Kepala Desa Trimulyo dan Pejabat desa

lainnya yang dibutuhkan.
b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder
merupakan data yang berupa data, dokumentasi, laporan atau dokumen-dokumen
yang tersedia. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
diperoleh dari dokumen berupa arsip-arsip kegiatan yang dilakukan yang

berhubungan dengan pelaksanaan program Smart Village.

E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:
1. Wawancara

Menurut (Moleong, 2016), wawancara adalah proses meminta keterangan
dengan tanya jawab dan tatap muka antara pewawancara dan informan yang
menjadi objek penelitian. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi
dengan jelas dan untuk mengecek ulang terhadap informasi yang didapat

sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
teknik wawancara mendalam, dimana wawancara ini digunakan untuk

mendapatkan gambaran informasi yang lengkap mengenai topik penelitian.
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Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi adalah
dengan cara tatap muka (face to face) dengan informan.

Tabel 1. Data Informan

NO NAMA JABATAN INFORMASI
1 Buchori Kepala Desa sekaligus | Informasi  mengenai  petunjuk
penanggung jawab | teknis dan petunjuk pelaksana

smart village secara | program smart village.
keseluruhan

2 Hadi Kasi Kesejahteraan & | Informasi  pelaksanaan  smart
Waluyo penanggungjawab village dilapangan dan
program smart village | pelaksanaan sosialisasi program

smart village
3 Rina Utami | Bendahara Penentuan dan penetapan
anggaran dalam implementasi

smart village
4 Supriadi Staff Tata Usaha & | Informasi mengenai pelaksanaan
Pelayanan pemberian pelayanan dan kendala

yang dihadapi dalam proses
pemberian pelayanan

5 M Affifudin | Anggota masyarakat Bagaimana perspektif masyarakat
dalam implementasi smart village

6 Ismanto Anggota masyarakat Bagaimana perspektif masyarakat
dalam implementasi smart village

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022)
2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung. Dengan kata lain peneliti terlibat dengan
kegiatan yang sedang diamati langsung dilapangan yang digunakan sebagai
sumber data penelitian. Dengan observasi maka perolehan data akan lebih lengkap
dan akurat karena peneliti terlibat langsung dengan kegiatan yang diamati

sehingga dapat mengambilkesimpulan secara akurat (Sugiyono, 2018).

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara turun
langsung ke lapangan, mengamati  secara mendalam bagaimana proses
pelaksanaan implementasi smart village di Pekon Tri Mulyo untuk dapat mencatat

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Hal ini
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bertujuan untuk mengoptimalkan hasil penelitian, meningkatkan kepercayaan,
perhatian, perilaku, kebiasaan dan sebagainya sehingga memungkinkan peneliti
untuk melihat bagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian, melihat budaya dari

pandangan subjek penelitian pada keadaan waktu itu.

Tabel 2. Data Observasi Penelitian

NO | OBSERVASI SUBSTANSI

1 Website Pekon Tri Mulyo Website yang dibuat oleh pekon yang
didalamnya terdapat berbagai informasi
pekon baik pelayanan maupun kondisi
geografis pekon.

2 Dokumen Pekon Tri Mulyo Foto yang menggambarkan pelaksanaan
smart village di Pekon Tri Mulyo

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022)
3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk gambar atau foto,tulisan, dan karya monumental seseorang. Dokumen
yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi seseorang, peraturan
maupun kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,
sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen seni misalnya gambar, patung, film dan
lain sebagainya. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai

pelengkap dari metode pengempulan data secara wawancara dan observasi.

Tabel 3. Data Dokumen Penelitian

NO | DOKUMEN SUBSTANSI

1 Undang-undang No. 25 Tahun | Tentang pelayanan publik
2009 Tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Gubernur Lampung No. | Sebagai pedoman dari pelaksanaan
36 Tahun 2020 tentang | smart village di Pekon Tri Mulyo
Pelaksanaan smart village Provinsi
Lampung 2020-2024

3 Profil Pekon Tri Mulyo Gambaran umum mengenai Pekon
Tri Mulyo, Visi dan Misi pekon.

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022)



35

F. Teknik Analis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2016),
didefinisikan sebagai upaya yang melibatkan data, mengorganisasikan data,
memilah data agar dapat menjadi satuan yang dapt dikelola, mensintetiskannya,
mencari dan menemukan pola data, penemukan bagian penting dari data dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Nasution dalam (Sugiyono, 2018), menyatakan bahwa analisis dimulai saat
merumuskan dan menjelaskan masalah penelitian, sebelum terjun langsung ke
lapangan, dan terus berlangsung sampai dengan menulis hasil penelitian. Analisis
data dapat digunakan sebagai pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika
memungkinkan teori yang grounded. Namun, dalam penelitian kualitatif analisis

data lebih berfokus pada proses dilapangan sampai dengan pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dengan
cara mengumpulkan data-data faktual dan selanjutnya dideskripsikan. Data yang
diperoleh berasal dari informasi dalam seluruh proses penelitian. Analisis data
dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data maupun

setelah data terkumpul.
1. Reduksi Data

Menurut (Moleong, 2016), terdapat dua tahap dalam reduksi data. Tahap
pertama yaitu mengidentifikasi data kedalam satuan-satuan dari bagian terkecil
dengan kata lain dapat diartikan dengan meringkas data kedalam kelompok-
kelompok atau pola-pola data yang memiliki kaitan dengan fokus atau masalah
penelitian. Tahap kedua yaitu membuat koding (kode-kode) pada data agar dapat
ditelusuri data/ satuannya dan sumber data berasal untuk selanjutnya dapat dibuat

rancangan konsep dan penjelasan yang berkenaan dengan data yang bersangkutan.

Data yang diperoleh dilapangan memiliki jumlah yang banyak, maka dari itu
perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti berada dilapangan maka
akan semakin kompleks data yang diperoleh. Oleh karena itu perlu dilakukan
analisis data melalui reduksi data. Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal
yang bersifat pokok, memfokuskan data yang penting, selanjutnya dicari tema dan

polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memiliki gambaran yang
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lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti dalam  mengumpulkan data
selanjutnya dan dapat mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu
dengan menggunakan alat elektronik seperti komputer dengan memberikan kode

pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2018).
2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data.
Penyajian data dapat berupa uraian/ narasi singkat, bagan/ tabel, hubungan antar
kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman
menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian
kualitatif yaitu teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018).

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, Miles dan Huberman
(Sugiyono, 2018), menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara dan akan berubah apabila telah ditemukan bukti valid yang
mendukung dalam tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang
dikemukakan diawal didukung oleh bukti yang konsisten dan valid saat peneliti
melakukan pengumpulan data dilapangan, maka kesimpulan tersebut dianggap
kredibel.

G. Teknik Keabsahan Data
1. Uji kredibilitas
a) Triangulasi data

Patton sebagaimana dikutip oleh (Sugiyono, 2018), menyatakan bahwa
triangulasi data yaitu proses membandingkan dan mengecek kembali data yang
diperoleh dari wawancara dan observasi untuk mengukur derajat kepercayaan
informasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara membandingkan data
wawancara dan observasi, membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang
secara pribadi dan dihadapan umum, membandingkan apa yang dikatakan orang-
orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,

membandingkan keadaan dan perspektif individu (seseorang) dengan pendapat
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atau pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang dengan pendidikan
menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, serta
membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan isi suatu

dokumen yang berkaitan.
b) Ketekunan dan Keajegan pengamatan

Keajegan pengamatan berarti peneliti melakukan penelitian mencari dengan
konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam proses analisis yang konstan
atau tentatif, berusaha membatasi pengaruh serta mencari apa yang bisa dan tidak

bisa diperhitungkan.
c) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan diartikan dengan peneliti kembali kelapangan,
melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan informan yang pernah
ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini
diharapkan hubungan antara peneliti dengan nara sumber akan berbentuk rapport,
menimbulkan hubungan yang akrab (tidak ada jarak), terbuka, dan saling
mempercayai sehingga tidak ada data yang disembunyikan lagi. Apabila
hubungan antara peneliti dengan narasumbe telah terbentuk secara rapport maka
tekah terjadi kewajaran dalam penelitian, yang dimaksudkan kehadiran peneliti
tidak mengganggu perilaku yang dipelajari.

2. Uji transferability

Merupakan uji validitas yang dilakukan oleh peneliti sebagai upayauntuk
membuktikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya
sehingga dapat diterapkan pada situasi lain. Peneliti harus membuat laporan yang
rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar pembaca dapat mudah dalam

memahami hasil penelitian.
3. Uji depenability

Uji depenability atau reabilitas penelitian dilakukan untuk mengetahui
konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, membentuk,dan
menarik kesimpulan berdasarkan konsep-konsep yang digunakan. Dalam uji

depenability ini dilakukan pengecekan ulang atau audit secara keseluruhan
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aktivitas dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing
yang dimulai dari menentukan masalah/fokus penelitian, memasuki lapangan,
menentukan sumber data, melakukan analisis data, uji keabsahan data, dan

penarikan kesimpulan apakah sudah sesuai atau tidak.
4. Uji konfirmability
Uji konfirmability atau uji objektivitas penelitian dilakukan terhadap hasil

penelitian dengan tujuan agar dapat dibuktikan kebenarannya, sesuai dengan data

yangp dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan hasil dilapangan



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi Program Smart

Village di Pekon Trimulyo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan hasil penelitian smart village yang mengacu pada pelayanan
elektronik dan media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam transparansi

dan manajemen publik.

a. Partisipasi masyarakat Pekon Trimulyo diwujudkan melalui
keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, masyarakat
memberikan kontribusi dengan menyampaikan kebutuhannya melalui
Jaring Asmara (jaring aspirasi masyarakat), selanjutnya akan disusun
skala prioritas oleh pekon melalui Musyawarah Rencana Pembangunan

Desa (Musrenbangdes).

b. Transparansi diwujudkan melalui pembuatan website yang dapat diakses
oleh semua masyarakat. Adapun didalam website tersebut masyarakat
dapat melihat profil desa, potensi desa, program desa, berita desa, dan
transparansi pelaporan anggaran desa baik pendapatan maupun belanja

desa.

c. Proses pemberian pelayanan berbasis TIK masih belum maksimal,
meskipun pada website sudah terdapat pelayanan mandiri tetapi tidak
dapat diakses langsung oleh masyarakat. Masyarakat harus meminta

bantuan pemangku masing-masing untuk mengakses pelayanan mandiri
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di website sehingga proses pemberian pelayanan menjadi berbelit-belit.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek smart village masih

belum terwujud secara maksimal di Pekon Trimulyo.

Pada pilar implementasi program dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
Program Smart Village di Pekon Trimulyo belum berjalan dengan baik, hal
ini dapat dilihat pada pilar interpretasi, organisasi, dan aplikasi.

a. Pada pilar interpretasi, tidak adanya kebijakan operasional program dan
kurangnya sosialisasi menyebabkan pelaksanaan program tidak
terselenggara dengan baik. Aparatur pekon tidak memiliki landasan yang
jelas mengenai tujuan dan bagaimana cara menjalankan program. Selain
itu, kurangnya sosialisasi menyebabkan kurangnya kontribusi masyarakat

dalam pelaksanaan program sehingga tujuan program tidak tercapai.

b. Pada pilar organisasi, ketidaktersediaan sistem pelayanan yang dapat
diakses dengan mudah yang disebabkan oleh penggunakan website pekon
sebagai sarana pemberian pelayanan belum digunakan dengan baik
sehingga belum tercapainya tujuan program yaitu pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dalam pemberian pelayanan yang dapat diakses
dimanapun. Selain itu belum adanya tim kerja yang dibentuk dalam
penyelenggaraan program yang berdampak pada pembagian beban kerja
yang tidak sesuai sehingga menyebabkan penumpukan pada 1 (satu)

orang.

c. Pada pilar aplikasi, penggunaan sistem pemberi layanan yang berbasis
pada teknologi belum dilaksanakan secara maksimal, penggunaan website
pekon sebagai sarana pemberian pelayanan tidak dijalankan dengan baik
sehingga masyarakat masih harus datang langsung untuk mengajukan
pelayanan. pemberian pelayanan yang masih dilakukan secara langsung
atau tatap muka tidak sejalan dengan fokus dari smart village yaitu
internet of things (1oT) dan menyebabkan pemberian pelayanan menjadi

birokratis, inefisien, dan inefektif. Sehingga pemerintah dalam hal ini



85

adalah pemerintah pekon harus melakukan perbaikan agar dapat
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada peningkatan kualitas pelayanan sebelum dan sesudah diterapkannya
program smart village dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kualitas
pelayanan di Pekon Trimulyo, sarana dan prasarana yang ada sudah cukup
memadai. Kemampuan aparatur pemberi pelayanan sudah jauh lebih baik jika
dibandingkan dengan sebelum diterapkannya program ini, saat ini pelayanan
juga dapat langsung diterima oleh masyarakat tanpa perlu menunggu lama
meskipun penggunaan alat bantu pelayanan dalam hal ini adalah website

pekon belum digunakan secara maksimal.

. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program yaitu ketersediaan
sarana dan prasarana yang memadai, kemampuan aparat dalam memberikan
pelayanan, dan dukungan Pemerintah Provinsi baik dana mapun pelatihan
untuk mreningkatkan kemampuan aparat. Sedangkan faktor penghambat
dalam pelaksanaan program smart village di Pekon Trimulyo yaitu kurangnya
sosialisasi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi,
terkendala jaringan dan sistem website juga belum digunakan secara
maksimal dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Saran
Adapun saran yang perlu disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar dapat
meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan program serta

pemberian pelayanan yang baik.

. Perlu memaksimalkan penggunaan sistem pelayanan berbasis teknologi
seperti aplikasi atau website yang dapat memudahkan masyarakat mengakses

pelayanan agar sesuai dengan tujuan program.
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3. Perlu dibuat peraturan yang berisi petunjuk teknis dan operasional program
agar dapat memberikan batasan dan dapat dijadikan landasan perbaikan

program sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal.
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